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Penulissn 1m diimarbelakang) kavena padn samt pandemue COVID-19, Pemerintsh
mengerluarkan kebjakan Pemberlakuan Pembatasan Kegintan Masyarakat (PPKM) yang
mengharuskan perusahoan untuk  mengambil Langkah sepert menghentikan  atou
mengurang kegtan wsshanys untuk memunimadisir kerugian karena kebijakan i,
schagion porusahaan di Indonosa yang mengalami kesulitan keuangan kemadian
mendorong pengusaha mengeluarkan beberapa kebisakan yang merugixan pekena yaitu
melakukan Pemutusan Hubungan Kena (PHK) yang dilakukan perusshaan kepada
pekejanya  Rumusan masalsh dalam penclitian 1mi bertujuan  untuk  mengetabu
bagsimana pengaturan terhadap hak pekerya yang terkena Pemutusan Hubungan Kera
dalam hak pengupshan serta perlindungan hukum yang dsbenkan pemerintoh kepada
pekena yang terckena Pemutusan Hisbungan Kerja akiba kebijakan PPEM. Penelitian i
merupakan penclitian normatif dengan mengmunakan pendekatan perundang-undangm,
dan analists Masi! dan penelitian 1m yoitu Pemenntah telsh menegeluarkan beberapu
tidakan berupa perfndungan hukum kepada pekena yang bersifat preventif yang tertuang
dalam Keputusan Mensen Ketenagakenaan Rl No 1042021 fentang Pedoman
Pelaksanaan Hubungan Kena Selama Masa Pandems Comna Vs Desease 2019 (Covid-
19) dan represf’ dengan mengeluarkan PP No.37 tshun 2021 tentang Peny clenggaraan
Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yamg mana bertujuan untuk memperiahankan
deragat kehadupan yang layok poda sast pekeja kelulangan pekeraan dan bentuk
pengaturan terhadap hak pekena yang terkena Pemutusan Hubungan Kena dalam hak
penpupahan yang tertuang dalam Peruturan Pemenntah No 35 Pasal 40 tahun 2021
lentang pengupahan

Katu Kunci : Pertanggungiawaban, PHK, PFKM

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembanta,

et

NIP. 198109272008012013

Ketua Baginn Hukum Administrasi Negara

Dr, Iza Rumesicn RS, S.H. M. Hom,
NIP. 198109272008012013

a



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang pada zaman modern ini memiliki sangat
banyak kebutuhan. Pada awalnya kebutuhan manusia secara alami adalah
kebutuhan insidentil, yang berarti kebutuhan yang harus segera dipenuhi
dikarenakan kebutuhan insidentil ini merupakan sebuah kebutuhan pokok
manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan tersebut bermacam-macam
mulai dari kebutuhan papan, pangan, maupun sandang sampai dengan
kebutuhan barang-barang mewah, sehingga manusia dari dulu sampai saat ini
dituntut untuk bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.
Dimulai dari pekerjaan yang diusahakan sendiri seperti bekerja atas usaha dan
modal serta tanggung jawab sendiri maupun bekerja dengan orang lain seperti
bekerja dengan bergantung pada orang lain yang telah atau akan memberi
perintah dan mengutusnya, karena ia wajib tunduk dan patuh kepada orang

lain yang memberikan pekerjaannya tersebut.*

Bekerja adalah melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang
atau jasa yang berguna untuk memberikan kepuasan dalam kebutuhan
kehidupan masyarakat. Di sisi lain bekerja juga dapat diartikan sebagai suatu

hubungan antar sesama umat manusia Yyang berhubungan untuk

! Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan cet-8, PT. Raja Grafindo Persada
Jakarta, 2010, him.1.



mempertahankan kelangsungan hidup, artinya apabila seseorang ingin
mempertahankan kehidupannya dia harus berusaha dan bekerja, jika tidak

maka hal tersebut merupakan sesuatu yang mustahil.?

Sebagaimana termasuk di dalam konstitusi Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), tujuan dari
bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan Kketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam
rangka mewujudkan tujuan tersebut, terutama untuk poin memajukan
kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang lebih makmur maka
pemerintah menjalankan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan
upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik.
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Sebagai wujud realisasi pasal tersebut maka pemerintah membentuk Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan®

Berbicara mengenai ketenagakerjaan berdasarkan pengaturan dalam Pasal
3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, orang

yang bekerja disebut sebagai pekerja Indonesia/buruh. Pekerja/buruh adalah

2 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2008, him 3.

3 Shinta Kumala Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011, him 1.



setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk

lain.*

Di sisi lain pada saat ini Indonesia sedang mengalami wabah virus
Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Coronavirus merupakan keluarga
besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada
manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai
flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory
Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada
manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember
2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus
2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit COVID-19.° Berdasarkan data
yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
pada tanggal 30 Desember 2021, Untuk wilayah Indonesia yang terkonfirmasi
4.262.540 orang dinyatakan positif, yang sembuh berjumlah 4.114.141 dan

yang meninggal berjumlah 144.088 orang.®

Dampak yang ditimbulkan dari Pandemi COVID-19 tidak hanya di bidang
kesehatan, namun juga di bidang sosial dan ekonomi. Seperti halnya dari sisi

ketenagakerjaan, banyak sekali permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh

4 Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

S Pittara, COVID-19, https://www.alodokter.com/covid-19, diakses pada tanggal 25
Januari 2022 jam 14.13 WIB.

6 Satuan Tugas Penanganan COVID-19, https:/covid19.go.id, Data sebaran, di akses
pada tanggal 30 Desember 2021 jam 22.55 WIB.



https://covid19.go.id/

pekerja, salah satu contohnya ialah PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja.
PHK adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja, karena pada dasarnya PHK
merupakan masalah yang kompleks serta berkaitan dengan pengangguran,

kriminalitas, dan kesempatan kerja.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban
antara pekerja dan pengusaha.” Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat atau disingkat PPKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah
dalam mengatasi penyebaran wabah Virus COVID-19. Berlakunya PPKM
berefek ke dalam dua hal, yakni dampak kesehatan masyarakat berupa
menurunnya laju penyebaran virus dan dampak ekonomi berupa menurunnya
mobilitas masyarakat yang secara langsung pada perekonomian baik di skala
usaha-usaha kecil maupun besar. Salah satu bisnis atau usaha-usaha yang
terdampak terhadap berlakunya kebijakan PPKM ialah perhotelan, Ketua
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta Sutrisno Iwantono
mengatakan ratusan hotel di Jakarta terpaksa harus merumahkan karyawan.

Kondisi ini apabila tidak kunjung membaik, ia mengemukakan bahwa bukan

" Republik Indonesia, Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.



tidak mungkin langkah selanjutnya adalah melakukan PHK hingga penutupan

hotel secara permanen.®

Secara sosiologis, fakta yang terjadi pada bulan Juli 2020, salah satu
perusahaan perhotelan di kota Palembang yaitu Hotel Sandjaya melakukan
PHK terhadap 73 karyawanya, Jumlah tersebut termasuk 11 karyawan yang
sudah memasuki masa pensiun.® Pihak Hotel Sandjaya juga mengklaim
bahwa terjadinya PHK ini dikarenakan kuatnya pengaruh Covid-19 yang
berdampak sangat luar biasa kepada Hotel Sandjaya. Dengan kata lain
kuatnya pengaruh COVID-19 termasuk kebijakan atau tindakan pencegahan
penyebarannya yaitu PPKM berdampak kepada pemasukan perusahaan Hotel
Sandjaya, karena tidak ada tamu atau para wisatawan yang menginap di
hotel mengakibatkan pihak kami terpaksa harus memutuskan kontrak

kerja,”*0

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor M/3/HK.04/111/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan

Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan

8Amanda Kusumawardhani, “PPKM Berlaku, Ini Deretan Dampak bagi Industri
Perhotelan dan Restoran ”, https://ekonomi.bisnis.com/read/20210705/12/1413789/ppkm-berlaku-
ini-deretan-dampak-bagi-industri-perhotelan-dan-restoran, Di akses pada tanggal 31 Desember
2021 WIB

® Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Plg, prihal gugatan
terhadap pimpinan PT. Djaja Sandjaja Internasional Hotel Sandjaja

10 Anisa rahmadani “Diduga di PHK Sepihak, Puluhan Karyawan Hotel Sandjaja Tuntut
Uang Pesangon” https://intens.news/diduga-di-phk-sepihak-puluhan-karyawan-hotel-sandjaja-
tuntut-uang-pesangon/, di akses pada tanggal 31 Desember 2021
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COVID-19 telah mengatur mengenai perlindungan pengupahan bagi

pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19, yakni:

1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam
Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter
sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau
sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara
penuh.

2. Bagi pekerja yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan
dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya
dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.

3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan
dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai
peraturan perundang-undangan.

4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat
kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan
penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau
seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan
kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran
upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha

dengan pekerja.

Selanjutnya, perlindungan pekerja/buruh diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 sampai dengan

Pasal 101 meliputi perlindungan buruh penyandang cacat, anak, perempuan,



waktu kerja, keselamatan dan kesehatan Kkerja, pengupahan dan
kesejahteraan.!! Tetapi tidak mengatur mengenai perlindungan pengupahan
bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat dampak pandemi COVID-109.
Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan pekerja atau
buruh tujuanya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi
pekerja atau buruh, terutama terhadap pekerja/buruh yang terkena PHK.
Pada praktiknya, kebanyakan dari pihak perusahaan hanya ingin
mempekerjakan para buruh secara maksimal dan mencari untung atau profit
sebesar-besarnya untuk dapat survive (bertahan) dalam situasi pandemi

COVID-19 saat ini, sehingga tidak lagi memikirkan nasib dari pekerja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis secara
mendalam penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK
PEKERJA YANG MENDAPAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
OLEH PERUSAHAAN AKIBAT PEMBERLAKUAN PEMBATASAN

KEGIATAN MASYARAKAT.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa

permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hak pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan

Kerja dalam hak pengupahan?

1 Suci Flambonita, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang
Ketenagakerjaan, Jurnal Simbur Cahaya Vol. 24 No 1 Jan 2017, him 4398.



2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah
kepada tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja akibat

pemberlakuan PPKM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh
penulis, maka tujuan yang ingin di capai dalam melakukan penelitian ini

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang di
PHK dalam hak pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan.

2. Untuk menganalisis bentuk dan perlindungan hukum yang diberikan oleh
pemerintah terhadap hak pekerja yang terkena PHK akibat dampak dari

kebijakan PPKM.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis memperoleh manfaat dari hasil penelitian sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis

Pembahasan terhadap masalah yang akan diperoleh dalam skripsi ini
akan dapat memberikan gambaran tentang upaya perlindungan hukum dari
pemerintah dalam permasalahan hak pekerja yang terkena PHK oleh
perusahaan akibat dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM). Selain daripada itu, agar penulisan ini dapat



bermanfaat sebagai suatu kontribusi dalam pemikiran baik dari para
sarjana/ahli maupun dari penulis sendiri bagi dunia pendidikan

terkhususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi
dan menjadi acuan wacana bagi para praktisi yang ingin lebih mendalami
dan mengetahui mengenai hak-hak pekerja dan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dalam ketenagakerjaan, kemudian untuk memahami
permasalahan yang timbul dari hal tersebut, serta bagaimana

penyelesaiannya.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada bentuk hubungan
kerja dan perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap hak pekerja yaitu

karyawan yang terkena PHK akibat dampak Kebijakan PPKM.

F. Kerangka Teori
Di dalam penelitian hukum terdapat kerangka teori dan landasan dasar
yang merupakan syarat yang sangat penting. Dalam suatu penelitian, kerangka

tori mencakup konsep atau definisi operasional.'? Definisi tersebut disusun

12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, Universitas Indonesia,
Jakarta, 1986, him.133.



berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dapat juga didasarkan

pada hal-hal yang terdapat diluar peraturan perundang-undangan.

1. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Dominikus Rato, agar tujuan
hukum tercapai, maka diperlukan kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak
berdwiarti, direrapkan secara konsisten, dan di pertahankan secara pasti yang
disebut kepastian hukum. Oleh karena itu, beberapa persyaratan harus
dipenuhi, yaitu: 1) hukum itu tidak boleh berlaku surut; 2) keputusan hukum
tidak boleh simpang siur; 3) keputusan hukum tidak boleh pandang bulu antar

pilih kasih; dan 4) kondisi sosial politik harus stabil dan normal.*®

Nilai-nilai kepastian hukum dalam hukum ketenagakerjaan, harus satu
kesatuan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum dalam
peraturan-peraturan akan dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha bila bermanfaat

dan memberi keadilan bagi mereka.*

Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua definisi, yang pertama
adalah adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui tindakan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua adalah bentuk jaminan

hukum yang melindungi individu dari penyalahgunaan kewenangan merintah,

13 Dominikus Rato, Filsafat Hukum., Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum,
Penerbit LaksBang Justitia Surabaya, Surabaya, 2011, him. 150-151.

14 Zulkarnain lIbrahim, Pengaturan dan Penegakan Hukum Pengupahan dalam Sistem
Hukum Ketenagakerjaan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22 No. 1 Oktober 2017, him
4398.
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karena dengan aturan umum tersebut, individu dapat mengetahui apa saja

yang dapat Negara berlakukan terhadap individu.®

Secara filosofi negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan
Pancasila yang diyakini sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa
Indonesia yang juga tercantum di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pembangunan
ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik
Indonesia 1945, di mana pada sila keduanya tertulis ‘Kemanusiaan yang adil
dan beradab’, hal mana sejalan dalam perjanjian kerja yang terdiri dari 2 (dua)
pihak yaitu majikan (pengusaha) dan pekerja. Kedua belah pihak inilah yang
berhubungan dalam perjanjian kerja yang melahirkan hak dan kewajiban
secara bertimbal balik yang dijalankan sesuai Keadilan Yang Beradab. Di
mana majikan (pengusaha) berkewajiban memberi seluruh hak pekerja seperti
upah minimumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan berhak atas hasil kerja dari pekerja yang bekerja kepadanya, begitu juga
pekerja berkewajiban bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan
perjanjian kerja dan berhak atas upah minimum yang diterima dari majikan
(pengusaha) tempat ia bekerja. Dengan demikian maka seluruh hubungan
timbal kerja yang melahirkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban

buruh (pekerja) dan majikan (pengusaha) dapat berjalan harmonis.

15 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, him .23.
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Teori kepastian hukum ini digunakan dalam penelitian ini karena
berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi
pekerja yang di PHK karena kebijakan PPKM agar dapat memberi keadilan
bagi pekerja dan adanya jaminan hukum yang melindungi pekerja dari
penyalahgunaan kewenangan dari perusahaan. Teori kepastian hukum ini
sangat dibutuhkan agar tercapai kepastian untuk menjamin ketentraman dan

ketertiban dalam pekerja yang di PHK karena kebijakan PPKM.

2. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum,
yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum
pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila
haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya
karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan
perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu
dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi

semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah untuk

mengayomi terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan
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memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua

hak yang diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.®

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum
adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-
hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

hukum dari kesewenangan.iz

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam
pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum.
Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon di bagi menjadi dua

macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum
preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan
keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya
sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk
bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada
diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai

perlindungan hukum preventif.

16 Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang
Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

17 Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum,” http://tesishukum.com/pengertian-
perlindungan-hukummenurut-para-ahli/, diakses tanggal 2 Januari 2022.
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2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan
hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia
termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum
terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan
kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan
pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap
tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan
dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama

dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.®

Perlindungan hukum bagi pekerja tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) yang
menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”, Pasal 28 D ayat (1) “Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Undang- Undang

Dasar 1945.

18 Philipus M. Hadjon, et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, 2011, him. 10.
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Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan salah satu tindakan atau
upaya dari pemerintah untuk melindungi pekerja dari perbuatan yang
sewenang-wenang oleh para pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan
aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak bagi pekerja yang

di langar oleh pengusaha atau perusahaan yang terkait.

Teori perlindungan hukum ini digunakan dalam penelitian yang berkaitan
dengan perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja yang terdampak PHK
disebabkan kebijakan PPKM. Hak pengupahan dalam hukum ketenagakerjaan
khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 agar

tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

3. Teori Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja dalam Bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms,
mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUH Perdata memberikan
pengertian “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu
sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya
/bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah

selama waktu tertentu.”

Perjanjian kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
Menurut Pasal 1 angka 14 “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat Syarat-

syarat kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.”

15



Selain pengertian normatif tersebut di atas, Subekti memberikan
pengertian perjanjian Kkerja. Yaitu kesepakatan antara pekerja/buruh dan
pemberi kerja yang ditandai dengan hubungan upah atau gaji tertentu yang
telah dirundingkan atau diperjanjikan. Dan dapat diartikan pula sebagai suatu
hubungan dimana satu pihak (pemberi kerja) berhak memberi perintah dan
pihak lain (pekerja/buruh) berkewajiban menaatinya atau disebut dengan

dientsverhoeding (hubungan diperatas).®

Sedangkan Lalu Husni menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu
perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain,
si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan

kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.°

Pengertian kontrak/perjanjian kerja di atas melahirkan ciri-ciri perjanjian
kerja sebagai berikut:
1. Adanya perjanjian antara pekerja dengan pengusaha.
2. Perjanjian dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan).
3. Perjanjian dilakukan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu.
4. Perjanjian memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para
pihak.?!
Selanjutnya untuk membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat

syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur

19 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000, him.54

20 Lalu Husni, “Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia”. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2000. him. 51.

2L 1bid., him. 46-47.

16



dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-

perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kerja adalah penting dibuat secara tertulis, agar masing-masing
pihak tahu tentang apa-apa yang menjadi kewajiban maupun haknya. Di
dalam prakteknya banyak kenyataan bahwa perjanjian kerja itu terkadang
dibuat secara sepihak oleh majikan, sehingga isinya menguntungkan pihak-
pihak majikan, dan buruh karena hanya berkeinginan bekerja maka perjanjian
yang sedemikian itu biasanya disetujui. Jika timbul perselisihan antara dua
pihak, maka majikan dapat berada di atas angin, sementara buruh karena
kekurang hati-hatiannya maka akan tetap pada pihak yang kalah. Oleh
karenanya maka peraturan pemerintah di dalam membuat kebijakan dasar
tentang pembuatan perjanjian kerja ini adalah sangat diperlukan. Untuk

menentukan serta membuat kepastian hukum di dalam masalah ini.

Teori perjanjian kerja ini digunakan dalam penelitian ini karena berkaitan
dengan hak-hak pekerja yang terkena PHK karena kebijakan PPKM dalam
hak pengupahan dalam hukum ketenagakerjaan. Teori perjanjian kerja ini
digunakan agar para pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

masing-masing dalam perjanjian kerja ini.
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G. Metode Penelitian

Metode dari suatu penelitian merupakan suatu cara atau langkah agar
tercapainya penelitian hukum normatif yang dimana merupakan salah satu

penelitian untuk kebutuhan penegetahuan hukum kedepan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif.
Penelitian hukum normatif adalah “Penelitian Hukum Normatif merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder”.?? Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum
doktrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah
suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.?
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum
terhadap hak pekerja yang terkena PHK akkibat dampak penerapan kebijakan

PPKM.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

22 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, him. 13.
23 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010, him. 35.
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a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) adalah penelitian
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.?*

b. Pendekatan Analisis (Analytical Approach)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum vyaitu untuk mengetahui
makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan
perundang-undangan secara  konsepsional, sekaligus mengetahui
penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.?® Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini yang merupakan
seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan
sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab

permasalahan dalam penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer dapat didefinisikan sebagai aturan tertulistentang
perilaku manusia yang dibuat dan diberlakukan oleh negara. Sumber hukum

primer ini mencakup peraturan yang diberlakukan oleh badan legislatif, dekrit

24 peter Mahmud, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, him 93.
% Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media
Publishing, Malang, 2008, him. 256-257.
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eksekutif, keputusan pengadilan, dan peraturan atau keputusan badan

pemerintah.?® Adapun bahan hukum primer yang mengikat, meliputi:

1.

2.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
M/3/HK.04/111/2020  Tentang  Perlindungan  Pekerja/Buruh  dan
Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
COVID-19.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2021 Tentang Pendoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama
Masa Pandemi Corono Virus Diesease 2019 (COVID-19).

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari bahan pustaka yang meliputi literatur,

laporan, hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang

relevan, dan buku ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian.

26 Morris L. Cohen dan Ibrahim R, Penelitian Ilmu Hukum, PT. Grafindo Persada, Jakarta

1995, him.20.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arah,
petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa

artikel, ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum digunakan teknik studi pustaka dan
studi lapangan yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang
menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang kemudian

dikontruksikan dalam suatu penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder yang diperoleh di analisis dengan menggunakan
metode kualitatif secara deduktif yang merupakan sebagai pola pikir yang
didasarkan pada suatu fakta yang bersifat khusus.?’” Pada hasil penelitian ini
yang telah mendapatkan fakta secara keseluruhan kemudian dihubungkan
pada permasalahan maka barulah mendapatkan kesimpulan yang bersifat lebih

khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penarikan kesimpulan dengan
cara deduktif, yang dimana menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat

umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

27 Amirudin dan Zainul Asikin, Penghantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), him.25.
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